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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MABA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

. bahwa wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Sumber Daya

Alam yang selama ini hanya dieksploitasi oleh PN. Pertamina,
PN. Gas Negara, KPS, PKP2B dan KP serta Badan Usaha Lain yang
merupakan salah satu sumbe: pendapatan negara;

. bahwa pemerintah Kaburaten Musi Banyuasin selama i belum

memantaatkan peluang yang ada unfuk berusaha dibidang -~wnber
Daya Alam;

. bahwa pada masa yang akan datang Pemerini-h Kabupaten Musi

Banyuasin berkeingman untuk mengelola dan mengembangkan
Perusahaan Milik Daerah vang bergerak disemua bidang;

. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan oonomi  Daerah melalui

penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan
dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Milik Daerah;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 177 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di-vatakan Pemerintah
Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dan pembentukannya diatur deagan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .wruf
a, b, ¢, d dan e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi  Banyuasin = Nomor 24
Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minvak dan
Gas Bumi.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Da.rah

Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lemba-an Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambaha ' Lembaran
Negara Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tenting Per.usaha:n M. ik

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun %42 Nomor .
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahua 1971 tentang Peruszhaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2971);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcniang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tzhun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Iembaran
Negara Nomor 2070) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentany Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44351

9. Peraturan Menteri [Jalam Negeri Nomor | Tahun 1943 tentang
Pedoman Kerjasama antara Ferusshaan Daerab dan Pihak Konga @

10. Keputusan Menteri Dalami MNegeri M omor | Tahun 1984 reptang Tata
Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Megenn Nomor S0 Tahun 1999 fentang
Kepengurusan Badan Usah:: Milik Dacrab |

12. Peraturan Daerah Kabupaten Must Baayuasin Nomor 24 Tahw, 2000
tentang Pembentukan Perusanaon Davrah Minyvak dan Gas Bumi
(Lembaran Dacrah  Kabupaten ddust  Banyuasin Tahun 2000
Nomor 29)

Dengaw Persetujuan Bersama

DEWAN FERWAKIL AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSTI BANYUASIN
dap
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN ¢

PERUBAHAN PERATURAN BDaACRaH KABLPATEN MUSI
BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DabRAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHULN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK
DAN GAS BUML

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Samyuasin Nemor 24 Tahun 2004
tentang Pembe ntukan Perusahaun Dacrah Minyak dan Gas Bwui (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 29) diubah sebagai
berikut :

I Retentuan ...
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1. Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (b) menjadi Pemerintah Daerah adalah
Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah, huruf (d) menjadi Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagar unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, huruf (¢) menjadi Perusahaan
Daerah adalah Perusahaan Milik Daerah adalah PT. Petro Muba, huruf
(f) menjadi Direksi adalah Direksi Perusahaan Milik Daerah PT. Petro
Muba ;

2. Seluruh istilah Badan Pengawas dalam Peraturan Daerah irs dibaca
Dewan Komisaris ;

3. Pasal 2 berbunyi Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan
Milik daerah adalah PT. Petro Muba ;

4. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Perusahaan Milik Daerah ini bergerak dalam Lapangan Usaha :
a. Minyak dan Gas Bumi;
b. Batubara;
c. Energy dan Kelistrikan;
d. Perkebunan dan Kehutanan;
(2) Disamping usaha seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini,
Perusahaan juga bergerak dalam bidang Jasa yang meliputi :
Jasa Penunjang Migas.
Jasa Penunjang Energy dan Ketenagalistrikan;
Jasa Penunjang Pertambangan Umum;
Jasa Pariwisata dan Perhotelan;
Gedung dan Transportasi,
Jasa di bidaug Olahraga;
Perkebunan, Kchutanai: Jdan Pertanian maupun Industri yang
terkait
Jasa Keuangan dan Perbauhan
Jasa Komunikasi dan Penyiaran
Dan lain-lain yang dipandang perlu.

TEE @moe oo o

5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan Bab IV A yang sebagai
berikut:

BAB IV A
PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN DAN
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 7 A

(1) Dalam mengembangkan usahanya Perusahaan Milik Daerah PT. Petro
Muba dapat membentuk usaha patungan dengan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usgha Milik Daerah (BUMD) lainnya,
Koperasi, Badan Usaha Swasta maupun dengan Badan Usaha Luar
Negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing;

(2) Dalam pembentukan usaha patungan seperti dimaksud ayat (1) pasal
ini, harus mendapat persetujuan dari Bupati;

Pasal 7B
(1) Guna mengembangkan lapangan usahanya, Perusahaan Milik Daerah

PT. Petro Muba dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan
bidang usahanya masing-masing;



(2) Dalam pembentukan anak perusahaan seperti dimaksud ayar (1) pasal
ini, harus mendapat persetujuan dari Bupati:

(3) Bupati diberikan kewenangan untuk menvetijni Pembentuban Usaha
Patungan maupun anak perusahaan PT Petro Muba.

6. Bab V Pasal 8 sampai dengan Bab XIV Pasal 35 diubeh sehungyn
berbunyi sebagai berikut :

BABYVY
MODAL
Pasal §

(1) Modal Perusahaan Milik Daerah i seluruhnya terdiri davi kekayoan
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipisahkan, dengan
modal dasar Rp 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) ;

(2) Untuk pertama kalinya Pemeriatah Daerah ielan dan akan memisancan
kekayaannya untuk modal Perusahaan Milik Daerzh iai sejwnlah
Rp 3.700.522.000.- {Tiga Milvar Tujuh Ratus Juta Lina Hatus (ne
Puluh Dua Rupiah) .

(3) Penambahan modal selan;iutnva apatile akan melehihi jumlah modal
dasar sebagaimana dimoeksud paca avat 1 pasal ini, akan digjukan
dalam dengan Perda :

(4) Setiap penambahan Modal [isetor sampai batas Modal Setor seperti
pada ayat 2 di atas. akan dianggarsane dalam RAPBID Kabupaten Musi
Banyuasin dan disetujui nich PRI,

Pasal 9

(1) Perusahaan Milik Daerah mempunyat cadangan umum yang dibentuk
dan dipupuk menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
ni ;

(2) Perusahaan Milik Daerah ini tidak mengadakan cadangan diarn atan
cadangan rahasia ;

(3) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Sumatera Selatan (abang
Sekayu atau Bank Pemerintah lainnya yaay ditunjuk oleh Bupau.

BAR Vi
PENGUASAAN DAN PENGELOLAAYN
Pass! 16

(1) Perusahaan Milik Daerah dipinipin oleh suatu Diseksi, terdin dari
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu
anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan vang lainnya
sebagai Direktur;

(2) Direkss oo L



(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan
pertimbangan dari Dewan Komisaris,

(3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan
dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan
tetap memperhatikan ayat (2) pasal int;

(4) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud daiam zyat (2)
pasal ini disampaikan oleh Bupati selama-lamanya 3 (tiga) bulan
sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir;

(5) Anggota Direksi sebelum menjalankan mgasnya terlebih dehulu
dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Bupati.

Pasal 11

Direksi Perusahaan Milik Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat
kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan Perusabaan Ailik Laerah,
memenuhi syarat lain yang diperfukan untuk rmenunjang Perusahaan Milik
Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perudang-
undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :
a. Umum;
1. Warga Negara Indonesia;
2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Diasar 1945,
4. Setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daeraly;
5. Tidak pernah terlibat batk langsung maupun tidak langsung dalam
setiap kegiatan yang mengkhianati Wegara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Panrasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
6. Mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa. tervtama
terhadap Pemerintah Daerah;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum pasti;
8. Sehat jasmani dan rohani.
b. Khusus:
Mempunyai kepribadian dan Jiwa kepemimpinan;
Berwibawa dan jujur:
Mempunyar pengetahnan, kcakapan dan pengalaman kerja yang
cukup

W 1 —

asal 12

(1) Antara sesama Anggoia Direhs! dan aniara Anggois Direxsi dengan
Pimpinan Unit tidak bolet ada hut-rigan keluarga sampai dengan
derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping
termasuk menantu dan ipar. kecuali iika untuk kepentingan Perusahaan
Milik Daerah diizinkan oleh Bupati.

(2) Jika setelah pengangkatun mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal
ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka,

diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya;

(3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain;

14} Anggota ..o



(4) Anggota Direksi dan Pimpinan (nit dilarang mempunyai kepentingan
pribadi baik langsung mupun tidak langsung dengan perusahaan atau
perkumpulan lain vartg berusuha dalam lapangan yang bertujuan
mencari laba

Pasal 13

(1) Anggota Dircksi dibertientikan «t.u dapat Jrberhenttkan oieh Bupati,

meskipun masa jobatannva belu.a herakhn harena -

a. Meningga! Dunia;

b. Permintaan sendii:

c. Melakukan sesualu ztan vasg bersikap merugikan Perusahaan
Milik Daerah atan hertentar zan dengan kepentingan Negora:

d. Sesuatu hal vany mengakiratkan ‘a tidak dapat meleksanakan
tugasnya secara Wit

(2) Khusus dalam kai -iidu.a ioedapet cuduban seperti tersebet poda ayat
(1) humf o pasal ami, Anesots DTarekst vang  berssogkutan
diberhentikan uuifuk scuentara oar lugesnva ulch Bupatl sesuai
dengan usui Dower K.omitsads,

(3) Pemberhentian scnetery st dibentshuban secars tertulis kepada
Anggota Direksi vang berangautan, Dewan Komisans dan Anggota
Direkst  lainma  dieval alasan-alusen vang  menyebabkan
pemberhentian seicriar i ter- .l

Tiaanian ooadiata sebagdamans terseont pada

(4) Dalam hal terjadi e

ayat (3} pasal 1o ilon vl bt seoagu boevh ot

a. Anggots Dirchs Couegrtan Jdibet kecempatan antuk
membela dir Ao e sdang e chieses Madakan uptak it
oleh Dewan o o~ o coub o uite et bolarn sejak Anggota-

anggoty Direhs. teiser . diter fubban wentang  pemberhentian
sementaranva. Jiha Srnegor. Dackss vang bersangkatan tidak hadir
dalam  persideng n tosctan osang bersangkutan  dianggap

fages
meneriimz apapua yar, S aaskar leh Dewan Komisaris:

b. Dalam stlany vo Dowar [onaseris wemumikan apakah Anggola
Direksi vang borsanglonsn tetap dmisulksy unisk diberbentikan
ataukah pemberientian cmentara itu dibatalkan dun  segera
menyampaihan keputuesun s aecara wrtulis kepada Bopatd,

c. Selambai-tumbainra 3 isavo bulan sejab diterananca keputusan
sidang  tersebut datan e B oayat {4y pasal i Bupat
mengeluarkan keputtuan dan nreavamipaikan seczra tertulis kepada
Anggota Direxst yang borsengkuian, Dewan  Koumsaris dan
Anggota Direksi laivaya, Diadain hal i cemberiidiuan tersebut di
atas tidak dilalukan dalam wakia  yang  Juentuhan, maka
pemberhentian sementara e soonjadi Batal meairut hukum:

d. Jika sidang ersebut pada huwu! 6 eval < pusal i tidak diadakan
oleh Dewan Konusans dalam smu bulas setelah pemberhentian
sementara itu diberttahnkan meaurut keteatoan ayat (3) pasal ind,
maka usu! pernberheutian wovaksud dalam ayat (2) pasal ini dan
keputusan  pemtcrnenuan  seinesiara  oleh  Bupati  yang
bersanghutan mengad: bata! oenurut hukum,

KR e,
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e. Jika keputusan Bupat’ pada burui ¢ ayat (4) pesel ini tidakdapat
disetujui Direksi vang hersanpkaran maupun Dewan Komisaris
maka pihak vane bersangkatzn dopat wengaivkan permohonan
banding secara tertvlis kepada instansi atasen Jdengen disertai
dengan alasan-alasannya dalam wakw 2 (dua) munggu setelah
keputusan tentang romb.cheiiva dimal sud diteria, Instansi
atasan mengabil kepuuvises tedadap band Lz o sebanbai-
lambatnye dalam vaatu 2 (auet bulen setade surat banding
diterimanya, kepitasan tersehiut mengikal soros priak yang
bersangkutan,

f. Apabilz Instans aiasan tdih mengambi! kopnoan serhadap
permohonan barding tersceat daam wakm yung dietaphan dalam
huruf a avat 41 pasal ‘ni, maka Keputusan Bopati tersebut menjadi
batal meniyut hakuny  sehinpga  permobonar banding  vang
bersangkotn dizeggap 4 lerima,

(1) Direksi mevak.c ;.o oho Salh Daersh 31 dalam dan & luar
Pengadilon

(2) Direksi dapat roembern s csx vk mewakili Perusahaan Milik
Daerah sebagiman dion asee 2 @ oai f b el ind kepada seorang
Anggota Direhst v v s0e homenk wetak it dan atas kepada
seorang dtmi hwlCNt g - s mahae@ Porusabaan Milik Daerah
tersebut, baik serviirr e L 0 craruesaan 2o Kepeda orang < badan
lain dengan persetujrer =

(1) Direkst  bterkesvnnon oo - arvperaa Soreatagon Mibk Daerah
berdasaraan kebilanar anvouia cane voniskan oleh Bupati dan atag
Dewan komisarls dew, 10 ne ngihli: ldfa teruly serta cars kerja yang
sudah ditetape it serta o daikhac kewntuar peratiran perundang-
undengir vang barich .

(2) Direk~! ricnguris dor aer 2os 1 ehas s Persghaen Mitk Daerah,

(3) Tata tertih dan cara mejarankar nekeriaan Discksi dan Pimpinan Uit
serta Dewan Komisaris, diatuy deiam peratiran vang Jitetapkan oleh
Direks: dengar persetujuan Buap=ii seielab mendaosl pectitabangan
Dewan Komisaris,

(4) Direkst mengangkat dan monsbechenthar Pimpoara Unie atau
Manager Pegawai Pernsahs=n Mish Daerab berdasarkan Ketentuan
Pokok-Pokok Kepega . ainn Pertoahaan Mt draersh

Pasud 16
(1) Direksi memerlukan perscrujuan divl Bupai dalem hal-ral
a. Mengadakan perjaapan vang berlaku ontek jangka wako lebih
dari 1 (satu) tahun:

b. Mengadakan pinjamar den mongeluarkas obilasi

o Memperolel L
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¢. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak
bergerak;

d. Mengadakan investasi baru;

Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;

f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang periu adanya
persetujuan atau pengesahan Bupati.

@

(2) Persetujuan dan atau pemberian persetujuan dimaksud pada avat (1)
pasal ini diberikan oleh Bupaii setelah mendapat pertimbangan dari
Dewan Komisaris;

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) pasal
ini, maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili
Perusahaan Milik Daerah dan semua tindakan tersebui menjadi
tanggung jawab pribadi Anggota Direksi vang bersangkutan.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 17

(1) Direksi berada di bawah pengawasan dau bertanggung jawab kepada
Bupati;

(2) Pelaksanaan pengawasan schari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris vang ditetapkan
Bupati;

(3) Pimpinan Unit berada di bawah pengewasan dar hettanggung ‘awab
kepada Direksi.

Pasal 18
Syarat-syarat Anggota Dewan K omisaris
(1) Anggota Dewan Kornisaris adalal: Warga Negara ladonesia;

(2) Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian serta mempunyai akhlak
dan moral yang baik;

(3) Anggota Dewan Komisaris terdiri dari orang-orang yang tdak
melakukan kegiatan yang mecrugikan kepentingan Negara dan atau
tindakan-tindakan yang tercela ;

(4) Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan
Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga
sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke
samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesadah pengangkatan
mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka
untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Bupati
setelah mendengar pertimbangan Instans! atasan.

Pasal 19 .oeeceees
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Flanal i

(1) Anggota Deaar T Lo st B oakes o B L)
orang dan sekhirog x. o ULt G e O e Ltigh dun
internal pejabar 2o P o Lo temngn abth van Campes, ocok

¢

dan mempun Ji = ’ AR

i

(2) Bupati menjaio ~ oo ocar by se o by D wan Gl
menempatkan ¢, 4 v Lo EII T IO O O EE W

(3) Anggota bDew . 0 AvLeni v o GEsE Jabalan
selama-ianir: o arel Glaszied bemban setelah
masa jabatan 1o .

(4) Sebelum dikcluern - = v s B Coniar Perpangkatsn
Angg()ta J_’)C“ i ”* g e iy l}i bah eqzitaits z‘«‘?;,'};:'ﬁﬁx
persetujuan . .

T P "
P A N ]

(5) Setiap peinan . T R
Komisaris d'sei , = T G R e Lagatd
atasan dencn: ' . R TP T § e
Komisarie varg =~
a. Dafter Kowe s Coenepnet wpdidgive dan
pengalariin bes

b. Surat Porm..or - b babves arara Cabon
Anggota L 7 o= T eRUIKeN guak SoUWtnvas
hubusngar. ke ; R T KL FEFLINE VAT Loy VR
MAAP b IS N1 TS

¢. renddpat sa . Dan danttee sfae crloas alon
vang dii]*vt;li% 1.

d. Pas fote ks

(6) Bupau yaiy »ic . A § At asaris
dikecuaitkan dasr B R N T TROTESTE N

(7) Permohonan ;. Loon g Besdl et ayal {5)
pasal ini disaum; . - i bt lameainn e © {dra) bwan
sebelum nia- 1 & oot i Raorressrs dans gorakion

(8) Instansi ata- & Seta e e on ATy et sign fidal
dapat diangket - et dpean Remisans g Giowcikan
sebagar Anoot, B

(9) Ketua Jan - - EoCan ot T T A3 oRE YERE
besarnyva Jdiictat L won s Sae diteea taal doevria PGasdudan
Mlh]\ Dacran

(1) Anggota Dewan 5 % diooahe neoan e g Cbherhentikan
oleh Runati mesa o = e 1 abu ey Boans Derihiui bavons
a. Menmggal [urn,
b. Permintaxn ~akin
c. Melakuhan sesuaty slat otttk acrusthan Perusshaan
Milik Daerel

~eragindy
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d. Sesuatu hal vang mengakibathan ia tidak dapat melaicsanakan

tugasnys secara wajar
Pemberhentian termasuk pada huruf ¢ dan d dilakukan dengan
Surat Keputusan Bupati.

(2) Khusus dalam hal qiduga terdapar tuduhan tersebut dalain avat (1)

huruf ¢ pasal im. Anggets Dewan Komisaris yang bersangkulan
diberhenuihan Lntuk sementara dari tugasnya oleh Bupati;

(3) Pemberbenng, sementara ity diberitahukan secma tertuls kepada

Anggeta Dewan Komisasds vang bersangkutan, Dircisi dan Dewan
Komisaris  larasa  disertai  ala-an-alasan  yang  menyebabkan
pemberhentan semertara tersebut:

(4) Dalam hal tejaar pemberhentian sebagaimana tersebat Jalany ayet (3)

th

pasal 1n1 dilaxukarn hal-hal sebagai berikut :

A ARZECE Leowan Keilianis yang bepangkutany Gdibert Besens; atan
unteh morneeln din dalam suatu sideng yaog Rt Jiadakan
antuk ity ¢leh Dewan Koemisaris dalam waktu 1 (sati) budan sk
Dewan Ko itsaris tersebut diberitahukan tentane peinverioniian
semertarzns o Iha Dewan Komisans yang bersangkutan ok
hadir pade vakti persidangan  fersebut, yang bersurgkatan

dianggar men-ooma od apa yang telah diputuskan;

b. Dalam s:can. 1t diputuskan apakah Dewan Komisaris yang
bersangx.tzn "o oip Jusulkan  untuk  diberbentikan  atenkah
pemberhertia. ser e it dibstalkan dan sepee nenvampaikan
keputusanin, a szvara tert s kevada Bupat(;

C. Selarmbet amreava b orwatn) bulan sejak diterimenva keputusan
sidang tersera: dalom huruf b oavat ind, Bupati mengeluarkan
kepltusar ha Ja menvamnpaikan secara tertulis kepada Anggota
Dewan nomasars Dalam hal ind pemberitahuan tersebut di atas
ddak Jilakukan  daam waktu vang  ditentukan, maka
pemberrenian sementara itu menjadi batal menuryt hukum.

ersebut pada avat (4) pasal ini tidak diadakan dalam satu
pemberhentian sementara itu diberitabukan menurat
Keteniuan ayat (31 pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud dalam
»rase’ ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati
ang persangkutan menjadi batal menurut hukum:

o

(6) Jika kerutusan Bupeu pada ayat 14) huruf’ ¢ pasal ini tidak dapat

disetwrut oleh Dewan Komisaris yaag bersangkutan, mzka yang
bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis
kepada instansi atasar dengan disertar alasan-alasannya dalam waktu 2
(dua) minggu setclah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud
diterimanya. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan
terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan
dalam huruf a ayat () pasal i, maka Keputusan Bimati tersebut
berlaku dengan sendinnya schingga permohonan banding yang
bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 21 ceeeecrcrevorces



Pasai 21

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati meongenai Rancangan
Kerja dan Anggaran Perusahaan Milik Daerah pecubshan /
tambahannya dan laporan-laporan lain dari Direksi;

Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Milik Daerah
dan dalam hal Perusahaan Milik Daerah menunjukkan gejala
kemunduran segera meluporkain kepada Bupaii dengan disertai saran
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh,

Memberikan pendapat Jan saran kepada Bupati dengan tembusannya
kepada Direksi mengenai setiap inesalah lainnya yang dianggap
penting bagi pengelolaan Perusahaan Milik Daerah;

Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati ;
Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Triwulan dan
Tahunan) serta pada setlap waktu yang diperlukan mengenai
perkembangan Perusahaan Milik Dacrah dan hasil peleksanaan tugas
Dewan Komisaris.

Fasal 12

Dalam melaksanakan tugus schagaimanz dimaksud pasal 2! Peraturan
Daerah ini, Dewan Komisaris waiib msmperhatikan :

a.

b.

Pedoman dan petumch-petamuk Dupati  dengan  senantiasa
memperhatikan efisicns: Perusahaan Milik Daerah;

Ketentuan dalamn Peraturan Pendiiian Perusahaan Milik Daerah serta
ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berfaku;

Pemisahan tugas pengawas Jevgan tugas pengurus Perusahaan Milik
Daerah yang merupakan iuga~ dan {2oggung jawab Direksi

Pasai 23

Dalam melaksanakan tugas Jan hewajibannva Dewan Komisaris
mempunyai wewenang sebagai berikut

a.

Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan Kas (untuk kepertuan verifikasi) dan memeriksa
kekayaan Perusahaan Milik Daerah;

Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dar kantor yang
dipergunakan oieh Perusahaan Milik Daeral;

Meminta penjelasan-penjelasan  dari  Direksi mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Milik Daerah;
Meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi
untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris,

Menghadiri rapat Direksi dan memuverikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan;

Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimena diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 24

(1) Dewan Komisars mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga)

bulan sekali dan sewaktu- waktu bila diperinkan ;

(2) Dalam ..............
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(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasai mx
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Milik
Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;

(3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah
untuk mufakat ;

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komusaris. Bupat:
dapat mengangkat seorang Sekretacis dari Anggota Dewan Komisaris.

Pasai 26

(1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Pereturan
Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintal: Dacrsh
Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan
Milik Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu
melaksanakan tugas Dewan Komisaris,

(2) Bupati secara Ex-Officiv menjabat selagal Komisaris Utsma atau
dapat menunjuk Pejabat laiu sebugsi Komisaris Utama.

BaB Viil
KEPEGAWAIAN
Pasat 27

(1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi Direksi.
Pimpinan Unit dan Karyawan P.rusahaan Milik Daerah diarur sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk itu bagi Direksi,
Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Milik Daerah;

(2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan
oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan svarat-
syarat khusus tersebut dalam ayat (3) pasal ini, mempertatihan pula
pertimbangan dari Dewan Komisaris;

(3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karvawan Perusanaan
Milik Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah
berdasarkan Peraturan Pokok Kepecgawaian Perusahaan Milik Daerah
yang ditetapkan oleh Bupati setelab mendengar pertimbangan Dewan
Komisaris;

(4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusanazn Milik Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan
Peraturan Perundang-undangn yang berlaku
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(2) Anggaran Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tidak erlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati
setelah  mendapat  pertiwbangan  dari  Dewan  Komisaris,
mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Milik
Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
sebelum tahun buku van bersangkutan |

(3) Dalam hal terjadi keberatun atau penolakan oleh Bupat sebagatana
dimaksud pada aya: (2 josa i, Diceksi wajib meny emnpurnakan afau
mengubah Angpaian Perusahaan Milik Dacral: swuvpai mengapat
persetujuan Bupati seiambat-lambatnya dalam trivwilan pertama wahun
buku yang bersangkutan .

(4) Anggaran Tambenan atas Perubahan Anggaran yang diadaksn oleh
Direksi dalam taliun puhu vang  bersangkuan berlaku  setelah
mendapat persetuiuan tericbib dahute dart Bupeti,

(5) Jika Anggaran Poro~obog 2nbik Daerab vong diawkon oleh Diroks
belum mendapat persetiyuan dal Bupats, sambil menungen ditet ydan
Perubahan Anggaran Perusabaan Dwerah yang diajukan oleh Dirokst,
diperlukan anggara: Porus-ahaan Milik Daerah Tahun Anggaran vang
lalu sebagai dasar perypestierw uniuk tabun yang terjalan.

br 8i8 2k
LAPORA - v T B ET sl e USAHA BERKALA,

KEGIATA™ 1) v i~ {0 GaN s AHUMAN

Direkst wajr e L. codn ost perhitungac hasii usana

berkala dan avetataw. Po o aieen !tk oacralc bepuda Bupati melalul
Dewan nomisaris =emay 7iau o

Passi 32

t1) Direns: menyamipakan pehitangan tshusan vang terdinn dan Meraca
dan Permitungan [ aba Kugi untuk setiap tahun buku xepada Bupati
selambur-lambatnva akhir bulen Deseraber ishun berthutnea,

(2) Direksi narus men:cbuthan care penilatan datsru prrhivingan *shunan
sebagaiman dimaksud pada ayar (1) pasal int berdasarban pemeiiksasn
Akuntan Pabiik,

(3) Pertutungan tahunan sebagaunaua dimaksed pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini harus mendapat pengesatan oleli Bupaid, scicieh mendapat
pertinibangan dari frewan homisaris,

(4) Perhitungan scbagaiman dimuksad peda ayat (1) pasal i dranggap

telah disahkan apabila selambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima
Bupati.

Pasal 33 .ireocosnes



BAB Xii

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN
MILIK DAFRAH

Pasal 33

(1) Pengadaan Barang untuk kepentingan penyelenggaraasa Perusabaan
Milik Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Ferusahaan
Milik Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan werscbut
harus dilaporkan kepada Bupati;

(2) Setiap mutasi barang Perusahaan Milik Daerah baik status maurun
fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan pertimbangan dari Dewan Komisaris dan sesua: dencan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X1
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LARBA
Pasal 34

Laba bersih yang telah disahian menurut kcientuan pasal 34 Peraturan
Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penvusutan, cadangan, tujuan
dan pajak, kecuali ditentukan lain: alokasinya ditetapkan sebagai berikat

Untuk Dividen kepada Daerali 60 %,

Untuk Cadangan Umum 20 % :

Untuk Jasa Produksi 10 %5 .

Untuk Dana Pensiun. Sosial dan Pendidikan 10 %,

oo

BAD XY

PEMBUBARAN, PERUK 4H Xk S1 4 TUS DAN PELEBURAN/
PENGGABUNGAN PERUSAHA AN MILIK DAERAY

Fssai 35

(1) Pembubarar, petabebier v tow o obaran peaggabungan Perusabazn
Milik Daerah diterapian dengun Peraturan Daerah:

(2) Dalam nai pembubaran., pen myehan Likuiditen Perusansan Milik
Daerah dilakukan oieh Bupan dergan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Miuu Bans uasin,

(3) Semua kekayaan Perusahaan i:lik Dazran szielah diavakan likeidasi
dikuasai oleh Pemerintah Daerah,

(4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuiditur dilakakan kepada Bupaii
atas nama Pemerintah Dacrah vang menvangkut tanggungjawab
pekerjaan yang telah diselesaikar olehnya;

(5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian vang
diderita oleh Pihak Ketiga, apabila kerugian it discbabkan oleh neraca
dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambaikan
keadaan Perusahaan Milik Daerah yang sebenarnya.

PASAL T¥ o
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PASAL U

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarar: Dacrah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Diundangkan di Sekavu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
TN MUSI BANYUASIN,

S

4,

¢,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 13



